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1.

BUPATI BALANGAN,

bahwa pemberian tambahan penghasilan
merupakan salah satu bentuk penghargaan yang
diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang
memiliki dasar hukum, pedoman dan kriteria
penilaian yang terukur untuk meningkatkan
kinerja, disiplin, motivasi, proporsionalitas dan
profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang
prima kepada masyarakat;

bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi,
disiplin dan kinerja Aparatur Sipil Negara dalam
mencapai target kinerja yang telah ditetapkan perlu
dilakukan penyesuaian dalam pemberian
Tambahan Penghasilan;

bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap hasil
evaluasi untuk pelaksanaan pemberian tambahan
penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di
Daerah, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2023 tentang
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a , huruf b dan huruf c perlu
menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor
2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 22,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4265);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara
dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)
dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional
dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor
6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 141 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);



7.

10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011
tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indnesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021
tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6718);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011
tentang Pedoman Penataan Sistem Tambahan
Penghasilan Pegawai Pegawai Negeri;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis
Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 26);



Menetapkan :

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor
2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

16.Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9
Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun
2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 2 TAHUN
2023 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan
Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 2) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambah 2 (dua) angka yakni
angka 23a dan 23b sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.

2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati
adalah Bupati Balangan.

4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan
Kerja Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Balangan.



10.

11.

12.

13.

Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah RSUD Kabupaten
Balangan.

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya
disingkat Puskesmas adalah
PuskesmasKabupaten Balangan.

Aparatur Sipil Negara Daerah yang selanjutnya
disebut ASN Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil
Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan
Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja,
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat
PNS adalah warga Negara Indonesia yang
memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai
Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh
Pejabat Pembina Kepegawaian untuk
menduduki jabatan pemerintahan yang terdiri
dari Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah
Kabupaten Balangan.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya
disingkat CPNS adalah status yang diberikan
oleh Pemerintah kepada warga Negara Indonesia
yang baru lulus dalam mengikuti tes seleksi
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada
tahap pertama.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan
dengan Perda.

Pejabat Struktural adalah suatu kedudukan
yang menunjukkan tugas, tanggungjawab,
wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil
Negara dalam rangka memimpin suatu satuan
organisasi.

Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat
JF adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/atau
keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan
kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan
angka kredit.

Jabatan Pelaksana adalah kedudukan yang
menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang
dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keterampilan tertentu dan



14.

15.

16.

17

18.

19.

20.

21.

22.

23.

untuk kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan
dengan angka kredit.

Kelas Jabatan adalah tingkatan Jabatan
Struktural maupun Jabatan Fungsional dalam
satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar
dalam pemberian tunjangan.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja atau kinerja
yang dicapai oleh setiap pegawai pada satuan
organisasi sesuai dengan bidang keahliannya
atau inovasi dan diakui oleh pimpinan dan/atau
prestasi unit organisasi dalam meningkatkan
layanan publik dan tata kelola pemerintahan.

Beban Kerja adalah Beban Pekerjaan Seorang
Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan
tugasnya melampaui beban kerja normal
minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas
koma lima jam perbulan) atau batas waktu
normal minimal 170 jam perbulan(seratus tujuh
puluh jam perbulan).

.Kondisi Kerja adalah kriteria TPP yang diberikan

kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang
memiliki resiko tinggi seperti resiko kesehatan,
keamanan jiwa dan lainnya.

Kelangkaan Profesi adalah kriteria TPP yang
diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam
mengemban tugas memiliki keterampilan
khusus dan langka.

Produktivitas Kerja adalah penilaian
pembayaran TPP ASN berdasarkan pelaksanaan
tugas dan/atau penilaian dari pejabat penilai
terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang
dipimpinnya baik offline ataupun online

Disiplin Kerja adalah kepatuhan terhadap
kewajiban wuntuk hadir pada jam kerja,
mengikuti apel, mengikuti kegiatan yang
menjadi agenda Kabupaten/ Peringatan Hari
Besar Nasional.

Pejabat Penilai adalah atasan langsung pegawai
yang dinilai dengan ketentuan serendah-
rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain
yang ditentukan.

Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung
pejabat penilai atau pejabat lain yang
ditentukan.

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN Daerah
yang selanjutnya disingkat TPP adalah
tambahan penghasilan yang diberikan kepada
Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon pegawai



23a.

23b.

Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja dalam rangka
meningkatkan kesejahteraan selain gaji pokok
dan tunjangan lainnya yang sah sebagaimana
dimaksud dalam  Peraturan Perundang-
undangan.

Aplikasi e-Kinerja Badan Kepegawaian Negara
yang selanjutnya di sebut e-kin BKN adalah
suatu  program  aplikasi website yang
dikembangkan oleh Badan Kepegawaian Negara
untuk mempermudah kegiatan penilaian
kinerja Aparatur Sipil Negara.

Penilaian kinerja secara online adalah suatu
proses penilaian secara sistematis yang
dilakukan oleh pejabat penilai kinerja terhadap
kinerja dan perilaku kerja ASN dalam sebuah
aplikasi  berbasis  online versi Badan
Kepegawaian Negara.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah, sehingga
berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

(3)

Pasal 8
Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berdasarkan
pelaksanan tugas yang dituangkan dalam
rencana aksi berdasarkan rencana hasil kerja
tahunan yang sudah mendapatkan penilaian
dari pejabat penilai kinerja/atasan langsung.

Pengukuran Produktivitas Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun melalui
aplikasi e-kin BKN.

Penyusunan Produktivitas Kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Produktivitas Kerja tahunan, dalam bentuk
penyusunan rencana hasil kerja tahunan
dibuat pada awal bulan januari tahun
bersangkutan; dan

b. Produktivitas Kerja bulanan dalam bentuk
penyusunan rencana aksi bulanan yang
dibuat pada awal bulan.

3. Ketentuan Pasal 9 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 10
ASN Daerah wajib menginput Produktivitas
Kerja tahunan yang dijabarkan dalam dalam
rencana aksi bulanan dalam Aplikasi e-kin
BKN.



(2) Penjabaran rencana aksi bulanan sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. jumlah rencana aksi bulanan minimal 1
(satu) rencana aksi yang dituangkan dalam
aplikasi e-kinerja BKN; dan

b. pengisian bukti dukung dan rencana aksi
bulanan pada aplikasi e-kinerja BKN
dilaksanakan paling lambat akhir bulan
berkenaan.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

(1)

Pasal 11
Rata-rata capaian penilaian Produktivitas
Kerja bulanan ASN Daerah yang diperoleh dari
hasil penilaian melalui aplikasi e-Kinerja BKN
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. predikat kinerja sangat baik/baik, dihitung
100% (seratus persen);

b. predikat kinerja butuh perbaikan, dihitung
80% (delapan puluh persen);

c. predikat kinerja kurang, hitung 60% (enam
puluh persen); dan

d. predikat kinerja sangat kurang, hitung 40%
(empat puluh persen);

Laporan Penilaian Kinerja dan Perilaku Kerja
ASN Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (2) harus di approve/ disetujui
oleh pejabat penilai kinerja/atasan langsung
paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

Laporan hasil penilaian kinerja dan perilaku
kerja bulanan ASN sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) ditarik oleh admin kinerja pada
Perangkat Daerah yang mempunyai tugas
dibidang Kepegawaian yang akan disajikan
melalui Sistem Informasi Layanan
Kepegawaian daerah (SILka).

Kepala Perangkat Daerah melalui pejabat yang
membidangi urusan kepegawaian dan atasan
langsung pada masing-masing Perangkat
Daerah melakukan pemantauan terhadap
hasil approve laporan penilaian kinerja,
perilaku kerja ASN Daerah.

Jika hasil rincian kegiatan bulanan belum
diapprove/disetujui oleh atasan langsung,
maka nilai rata-rata capaian Laporan Penilaian
Kinerja, Perilaku Kerja ASN Daerah berada
pada angka O (nol).



6. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

7. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 30
(1) Pajak penghasilan atas TPP ASN Daerah
dihitung berdasarkan TPP yang diterima oleh
ASN yang bersangkutan setelah perhitungan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

(2) Pajak penghasilan atas TPP sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

B
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